BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dilaksanakan melalui pelaksanaan tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan
penanaman modal di daerah guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa percepatan dalam pembangunan ekonomi di
Daerah perlu dilakukan melalui pembangunan komitmen
dalam upaya memberikan rasa aman dan kemudahan
dalam berinvestasi melalui Penyelenggaraan Penanaman
Modal di Daerah;

c. bahwa untuk memberikan dasar dan jaminan kepastian
hukum bagi Penyelenggaraan Penanaman Modal di
Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan senbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
Dengan... f
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i Dengan Persetujuan Bersama
AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
Dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat
RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang
disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana
umum Penanaman Modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi
Daerah.

3. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih
belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai
ekonomi. g

4. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah
siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

5. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala
bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau
meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal
kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenubhi kriteria Usaha Mikro.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau .bukan_ cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun F‘da.k
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

il.

8. lIéz;a)le;‘flals{iezldalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan
atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk {rlefljalankan usaha, yang memenubhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. ] :

9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip sahng' memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

10. Pelaku...
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10. Pelaku Usaha

pada bidang tertentu

k mem 18aha adalah legalitas yan.g diberikan kepada Pelaku Usaha
unt'u. ulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risi :
kan tingkat Risiko kegiatan usaha.

ke o *an adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha

melalui pendekatan berbasi

11.

s Risiko dan jiban harus dipenuhi
Pelaku Usaha. kewajiban yang
14. lIzin adalah persetujuan pemerintah Kk
pusat atau pemerintah daerah untu
pelaksanaan

kegiatan usaha jib dipenuhi oleh Pelaku Usaha

sebelum melaksanakan kegiamnya:‘sah"ﬂjmy& e

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan

nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah

Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan

investasi di daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk

mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan

investasi di daerah.

18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM
adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan
permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala :

19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan olfh Lembaga 0SS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Ri-k'o. -

20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single aumm yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman

21, m Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disinglat BKPM

15.
16.

17.

| m' k Presiden. |
22 'r:enr::m::: thv"d‘ adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan P I
: Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah
menjadi kewenangan Daerah.
23 ‘&::. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
' selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah
mempunyal tugas dan fungsi mtnyckn,nhn urusan pemerintah ] di.
bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
adalah Kabupaten Belu.
26. Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 2... %
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(5)

peta potensi penanaman modal;
promosi Penanaman Modal;
pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal terintergrasi,
pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas Penanaman Modal;
pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal;
pelindungan

dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam
pelaksanaan Penanaman Modal; dan

partisipasi masyarakat;

BAB ]I
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3

Bupati melalui DPMPTSP bertanggung jawab dalam melakukan
perencanaan di bidang Penanaman Modal.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyusunan kebijakan dasar yang dituangkan dalam RUPMD.

RUPMD disusun dengan berpedoman pada rencana umum Penanaman
Modal Nasional, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas
pengembangan potensi Daerah, g

RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. penyusunan;

b. pembahasan; dan

c. penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 4

Kepala DPMPTSP membentuk tim penyusun RUPMD,

Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri
dari:

a. Bupati selaku Pembina;

b. kepala DPMPTSP selaku ketua tim;

¢. sekretaris DPMPTSP selaku sekretaris; dan

d. anggota.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. unsur dari unit kerja pada DPMPTSP, dan

b. unsur Perangkat Daerah terkait.

Jumiah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dis g
kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dengan
Tim penyusun RUPMD ditepakan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 5.
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(1)

2)

&)

M

4

Pasal 5
Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung
jawab dalam melakukan:
a. pengkajian dan perumusan naskah akademis RUPMD;

b, penyusunan konsep RUPMD;
¢. pembahasan konsep RUPMD; dan

d. pengajuan konsep RUPMD hasil pembahasan untuk ditetapkan.
Konsep RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat
sisternatika:

pendahuluan;

asas dan tujuan;

visi dan misi;

arah kebijakan Penanaman Modal, meliputi:

1) perbaikan iklim Penanaman Modal;

2) persebaran Penanaman Modal,

3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan; .
5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan lm?crld.
6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman
Modal; dan
7 womdknmnmmm; S o
e. panduan implemen UPMD, puti:
‘:)eutm pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat
menghasilkan; .
2) fase percepatan pembangunan lnfrlmmdln energi;
3) fase pengembangan industri skala besar; .
4) fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;

Aanaan.
{'.)il:;‘kpcnyuaunm konsep RUPMD, tim penyusun RUPMD dapat
berkonsultasi dengan BKPM sesuali dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

aogP

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 6

Tim penyusun RUPMD bertanggung jawab melakukan pembahasan
terhadap konsep RUPMD yang telah disusun.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan melalui
a. rapat )mordimﬂ;dfn
= kon.‘;‘mtwlwtie:\u::'m/nuu prhak terkait lainnya yang berkepentingan
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)
(2)

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 7

Tim pe
yangp trelzjlr;;m:mRUPMD bertanggung jawab mengajukan konsep RUPMD
akukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana

dimak
RUPMIS)ugidalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati untuk ditetapkan.
tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PETA POTENSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

DPMPTSP bertanggung jawab dalam menyusun peta Potensi Penanaman

Modal di Daerah.

Penyusunan peta potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah.

Kegiatan pemetaan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;

b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal
di Daerah;

c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan
sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan
kunjungan lapangan;

d. penyusunan peta Potensi Penanamari Modal Daerah; dan

e. pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah ke
dalam sistem informasi peluang investasi Daerah.

Pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman

Modal di Daerah.

Penyelenggaraan
meliputi:

i Srz ediaI:m sarana Promosi Penanaman Modal;

g. gela};{sanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal; dan

c. koordinasi untuk penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.

Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada

Bagian... 4
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Bagian Kedua

Penyediaan Sarang Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

Penyediaan sarang Promosi Pen ) . e
Pasal 9 huruf a dilakuj anaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

Dbl an melalui tahapan:
Sl erf 1kasi ({akupan materi sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
1. informasi terkait Penanaman Modal; ‘

2 sekt_or dan wilayah prioritas Promosi; dan
o pertimbangan strategis lain yang menjadi program Pemerintah Daerah di
bidang Penanaman Modal.
b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan
pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang

telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
C. penyusunan materi sarana Promosi;

d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk tercetak dan/atau
elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;

€. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik

: berdasarkan format yang telah ditentukan; dan

penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan
sarana Promosi.

Pasal 11

Materi sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ dapat
memuat informasi meliputi:

prosedur perizinan Penanaman Modal;
insentif Penanaman Modal;

iklim Penanaman Modal;

Peluang Penanaman Modal;

biaya melakukan usaha; dan

kegiatan Promosi.

Mo RO T

Pasal 12

Format sarana Promosi dalam bentuk tercetak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d dapat berupa:

selebaran;

poster;

banner, spanduk, dan baliho;

buku informasi;

kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan

bentuk lain melalui media cetak lainnya.

mo o op

Pasal 13

Format sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d dapat berupa: - o

a. iklan atau siaran melalui media televisi;

b. konten melalui media sosial;

c. konten...
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c. konten melalyj situs web:

d. k
bOIOmkdal.am Surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

Pasal 14

Penyediaan sarana Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Pasal 15

(1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;

c. seminar Penanaman Modal, dan/atau pertemuan tatap muka di bidang
Penanaman Modal;

d. pendampingan kegiatan Penanam Modal; dan
e. tindak lanjut kegiatan Promosi.

(2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan ‘ koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf'c dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka penyelarasan Pproses F.’ro.mom Penanaman Modal untuk
mendorong peningkatan minat in.vestas1 d1 Daerah .

(2) Ketentuan mengenai koordinasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BABV

LAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
FENGELD = TERINTERGRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Setiap orang perhak memperoleh data dan Informasi terkait Penana
etiap

Modal di Daerah. d t (1) meliputi:
3 aksud pada aya
(2) Hak se?aga;man;;‘;mhui informasi di Bidang Penanaman Modal;
a. melihat gf: pertemuan publik untuk memperoleh informasi terkait

c. mendapatkan...

4

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

€. mendapatkan salinan
permohonan sesuai den
d. menyebarluaskan
ketentuan peraty

informasi terkait Penanaman Modal melalui
! dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau

informasi terkait Penanaman Modal sesuai dengan
ran perundang-undangan.

Pasal 18

() mmPWhﬂb@m pc.nselohandltndlniuzminlormui
2 D‘p man' tahm, ol yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan
f-ldlnlincmin{m Pen!nama t " fi p

ayat (1), paling sedikit memuat: i kv

g b“i‘d“‘lpowﬂlidanpeluangknmmnuodnl;

b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;

c. datakep'au.nulahaﬂenanamannodal;

d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan

€. data realisasi Penanaman Modal,

3) msjmb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

a. pengelolaan data dan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat;

b. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan data dan informasi di
Bidang Penanaman Modal yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon Informasi.

¢. menyediakan data dan informasi yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan;

d. memberikan alasan yang jelas kepada pemohon data dan Informasi
terhadap penolakan pemberian Inforthasi Yang Dikecualikan;

e¢. membuat SOP pengelolaan data dan Informasi; dan

f. menyediakan sistem pengelolaan data dan Informasi yang terintegrasi.

Pasal 19

(1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dilaksanakan melalui pengembangan sistem teknolog informasi
pengolahan data dan informasi Penanaman Modal.

(2) Pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara:

a. daring dan
b. luring.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring

Pasal 20
(1) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan  Perangkat Daerah yang
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika bertanggung jawab untuk menyediakan sistem Informaai.
{2) Gistem Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalcukan secara

a. situs. 1
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a. s%tus web; dan/atay
Sistem aplikas;.
(3) Sistem Informas; s

a. Sistem 0SS; d
b.

ecara, Dan'ng dilaksan
an/atau

situs web milik Pemerintah Daerah.

akan secara terintegrasi dengan:

Pasal 21

(1) Bupati membentuk Tim Pen
pengelolaan Data dan siste
Pfananaman Modal secara Daring di Daerah.

(2) Tim Pengembangan Sistem Informas; paling rendah terdiri dari:
a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;

b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;
Z. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan
. anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang:

1. penelitian dan pengembangan Daerah; dan

2. komunikasi dan informatika;

c. Tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah setiap
orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam
bidang:

a. penelitian; dan/atau ¥
b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
1. perangkat lunak;
2. perangkat keras; dan/atau
3. programer. g 2

(5) Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi b‘eserta tugas dan

tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

gembangan Sistem Informasi dalam rangka
m Informasi terkait Perizinan Berusaha dan

b.

Pasal 22

Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan pengembangan;

b. analisa; _ 4
c. desain dan konstruksi sistem Informasi; dan
d

. penyajian data.

Bagian Ketiga ;
Pengembangan Sistem Informasi Secara Luring

Pasal 23
(1) DPMPTSP dan setiap Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan

i rah bertanggung jawab untuk
Penamanan Modal di Dae
Ir:';i}; indlan] an Informasi terkait dengan Penanaman Modal.
(2) Informasi... ?
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(2) Informasi sebagaj .
: gaiman Qi .
disediakan secara berla d;r.naksud pada ayat (1) adalah jenis Informasi yang

(3) Informasi sebagaimana dj
dim ] ;
a. profil kelembagaan aksud pada ayat (1) paling rendah memuat

Perangkat Daerah;
b S.tan dar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Perizinan Berusaha
di Daerah;

penilaian kinerja DPMPTSP; dan

gata dan informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
asal 18 ayat (2) dalam bentuk dokumen tercetak.

BAB VI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan
Berusaha dan fasilitas Penanaman Modal di Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan fasilitas
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP
melakukan pengintegrasian pelayanan terpadu satu pintu antara Perangkat
Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 25

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan
Berusaha di Daerah. . .

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha !

(3) Penyelenggaraan pelayanan PenZ}nan Berusaha S?bagalmana fimakaid
pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan manajemen Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;
b. gengelolaan pengadu?n masyarakat;
C. gelolaan informasi; :
d. penyuluhan kepada r.nasyarakat,
e. pelayanan kons;lt}e:x; dan
in ukum.

¥ il'{ et:::udaimpleé;n lanjut meflgmai pelaksanam—.; pelayanan Perizinan

Berusaha di Daerah melalui penerapan manajemen Pen}f_elenggara;
<3 Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak ki
Ezg;ns:rnkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan

Bagian... d
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Bagian Ketiga
Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada
;‘nasiﬁarakat dan/atau penanam modal di Daerah.
(2) Pifnbte?aginana@an Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Fca nsenhf dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
erian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendorong

peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan
kemampuan Daerah.

5oL ) Paragraf 2
Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal

Pasal 27

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
diberikan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang memenuhi
kriteria.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

menyerap tenaga kerja; d

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional

bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang

diproduksi di dalam negeri; . 5

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional

dan/atau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor-

oppo TP

SRR,

Paragraf 3
. Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Bentuk Pemberian Modal

Pasal 28

tif dapat berbentuk:

1 Insen
(1) Pemberian keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

a. pen guranga-n’

b. pengurangan... ¢

v
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(2)

(3)

(1)

(2)

pemberian bantuang;n:n » atau pembebasan retribusi daerah;

di Daerah; odal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi
riset dan pen 4 ]

cgan /atau koperasi dj Daerafy gembangan untuk usaha mikro, kecil,

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi .

di Daerah; dan /Sart):LaUhan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperast

bunga pinj
di Daergh:]aman rendah kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi
Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

penyedl.aan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
penyediaan sarana dan prasarana;

fasilitas.i penyediaan lahan atau lokasi;
pemberian bantuan teknis;

o0 TP

penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan
terpadu satu pintu;

kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

kemudahan investasi langsung konstruksi;

kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan
daerah;

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

L. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberiafi Kemudahan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

L]

& R

Paragraf 4
Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 29

jori Pemberian Insentif dan/atau
. rah dapat memprioritaskan berl
Pemznrf:lhl{]z;i dah ainenanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau
ierr'la:arrll tertentu yang menjadi fokus pengembangan dan priaritas
egl
gebi'jaka;;yl;)aai:tl:n tu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada
enis u

iri atas: .
ayail({sl;:riir;‘o, kecil, dan/atau koperast,

a
ersyara at
b. usahayang Eﬁe rsyaratkan kepemilikan r_nodalnya,
c. usahayang di ersyaratkan dengan lokasi tertentu;
d. usahayang dige tkkan dengan perizinan khusus;
e. usaha Ya;agn terjbuka dalam rangka Penanaman Modal yang
: lxlrlsfrl’lrl:rioritaskan keunggulan Dacralt;

g. usaha... d
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g. usaha :
Pemerinyt:}?iutelah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari

undangan, Y& sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Paragraf 5

T ; =

ata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 30

(1) Masyarakat dan/atau Penan
Insentif dan /atau Pemberi
kepada Bupati.

(2) Mas:y m§kat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan
permohonan yang memuat: :
1. profil perusahaan;
2. rencana usaha; dan
3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha,
mengajukan permohonan yang memuat:
1. kinerja perusahaan;
2. perkembangan usaha;
3. lingkup usaha; dan
4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat
permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan
Penanaman Modal

am Modal mengajukan permohonan Pemberian
an Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis

Pasal 31

(1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan P.‘cz?ilaian. . ‘

(2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Pemlal.an seba.gaumm:la @&md pa'da ayat
(1) terdiri atas Perangkat Daerah terkal.t dan dlkoordfnamkan-oleh Dinas.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 32

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memiliki

tugas:
a. melakukan ve ]
Insentif dan/atau Pemberi

ninjauan lapangan; :
b. m:};}*{‘ég I::enﬂiian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal
c.- m

len Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan
ol€e e
variabel penilaian; asar

rifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian
an Kemudahan Penanaman Modal;

d. menentukan...

f

1
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menentukan benty
Kemudahan Penank dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
aman Modal berdasarkan hasil penilaian;

menyampaikan rekom )
endam . 2 s
Penanaman Modal kepada Bup;’t';nenma insentif dan/atau Kemudahan

melakukan pe
iy danll){ mantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian
melaporkan ;I:u;i ahan Penanaman Modal di Daerah; dan

sil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

P i ;
(erz?e;::; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1
satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Ken'.luc.iahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan
Penlla.lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hurufe.

(2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

nama,;

alamat penerima;

bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;

bentuk insentif dan/atau kemudahan;

jangka waktu insentif; dan

hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman

Modal.
(4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal ditolak,- maka penolakan disertai dengan

alasan.

me po TP

Paragraf 6 . .
Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
dengi Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. :
i engenai penetapan jangka waktu dan frekuensi

‘h lanjut m
(2) Kete}r)lt:u:‘rrl1 lfr?sfniif Jdan /atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal
z:lrar;gzli.lmana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 .
berian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Evaluasi dar Pelapora® T Penanaman Modal
pasal 35
(1) DPMPTSP persama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi

perian Insentif dan Jatau Pemberian Kemudahan
pelaksanaan Pem 0y perkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Penanaman Modal s€
(2) Dalam... ?

\V)
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2) Dalam h . .
" kegiatﬁma11>e}rlf,lr;ila:::aluaSI Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatglcan
sesuai dengan kan Modal dinilai tidak memenubhi kriteria dan/atau tu%ak
Insentif dan/atay ;tentua.n Peraturan perundang-undangan, Pemberian
(3) Hasil evaluasi bemt.)enan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau.
DPMPTSP untuied;famana dimaksud pada ayat (1) disampz‘:xikan. oleh
Penilaian. ahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan

(4) Ke;entuan lebip lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan
laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai
penggunaan dan/atau pemanfaatan insentif dan kemudahan Penanaman
Modal yang diterima.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1
(satu) tahun sekali.

BAB VII
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu.
Umum

Pasal 38

(1) DPMPTSP berwenang dalam melakukan Pengawasan terhadap
penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
b. pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal;

dan/atau

c. kewajiban kemitraan. . ‘
(3) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan

usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat
Risiko dan tingkat kepatuhan F.’elaku Usaha.

(4) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan
Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan

-undangan.

ketentuan peraturan perundang-un -

(5) P:negawasafle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan insidental. . :
(6) Dalam gl-xaal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha

. 3 . saha yang berbeda di 1 (satu) titik 1 i
tingkat Risiko kegiatan u £ ) e
;lzﬁgan a,gi;eéngawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.
Bagian..,

f

'
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Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 39

Pengawasan rutin sebagaj )
i e t (5) huruf a
dilakukan melaluj: a dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5)

a. laporan Pelaky Usaha; dan
b. inspeksi lapangan.

Pasal 40

(1) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh
P:l:.hku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan
usaha.

(2) Pemantauan terhadap Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup:

realisasi Penanaman Modal;

realisasi tenaga kerja;

realisasi produksi;

kewajiban kemitraan; dan

kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang

disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;

oo o

Pasal 41

(1) Pengawasan rutin melalui Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi
yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan
usaha melalui: :

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan .dan p.enyuluhan meliputi
fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dxh‘ada.pn oleh Pelaku Usaha,
pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bxmbm.gan. teknis mengenai
ketentuan pelaksanaan Perizinan Bcrus‘aha Bf:rba.sxs Risiko; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan
lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja,
mesin /peralatan, bangunan/gedung, kewajiban tcrkmg_faszhtas, insentif
dan kemudahan untuk Penana'man Modal, kewajiban kemitraan,
dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(2) Dalam hal inspelsi lapangan sebagaimana cimakisud pada ayat (1) tidalk
dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan
secara virtual. . : ;

; rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

(3) InspekSIIi:AP;Insg;n secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh
cleh D mbaga atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

(4) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan R“.ﬁ’;dﬁ“p“‘ ke Sistem OSS setelah
i an in8 peksi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang’undangan'

kementerian/le
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Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 42

(1) iznng;vga;an ina?,idental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5)
apat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
a. adanya pengaduan masyarakat;

‘C" :gg;lya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;

. ya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

k.ebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran

lingkungan dan/atau halhal lain yang dapat membahayakan

keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional
maupun perekonomian daerah.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Pelaku Usaha.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi
dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi
kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku
Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan /atau

b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi
usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan,
bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan
untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban
lainnya terkait pelaksanaan Penanamarn Moc.ial. .

(4) Dalam hal inspeksi lapangan insidenta.l sebama dimaksud Padg ayat
(3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental
dapat dilakukan secara \_nrtual. ' .

(5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dur.laksud pada ayat 3
dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi

oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai

kewenangannya. AP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS

s dan B '
(6) 2;:;hmp§aksanaan inspeksi lapangan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-unda“ga“ s

d.

: jut men
l;::nmchbd?d;]azﬁzkmaian sesuai peraturan perundang-undangan.
an
BAB VIII
BERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

M
PELINDUNGAN DAN PooC NGGARAAN PENANAMAN MODAL

DALAM PENYE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44... ¢
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(2) Pelindungan dan
meliputi: pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
program kemitraan;
pengembangan sumber d i
: aya manusia;
. peningkatan daya saing; i

Siibes ) i
Iaak berian c.lorongan Inovasi dan perluasan pasar;
ses pembiayaan; dan

penyebarluasan infomasi.

Bagian Kedua
Program Kemitraan

Pasal 45

(1) DPMPTSP bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan program kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a antara pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Koperasi dalam rangka Penanaman Modal di Daerah dengan
usaha menengah dan usaha besar.

(2) Dalam memfasilitasi program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah memiliki peran berupa:

a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
yang siap bermitra; )

b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;

c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan- i

d. melakukan koordinasi ~ penyusunan kebijakan dan program
pelaksanaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan
e rasi, usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha

(3) Kemitraan s al;:) piesa;- dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
menengah dan us g an.u ng etika bisnis yang sehat.
kemitraan dan men_]I:.) ;gaim ana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

(4) Prinsip kemitraan S€ :
a. saling memerlukan;
b. saling mempercayers

o. saling memperkuat o
d. saling rnengllntungkalo‘:;’rni traan, para pihak mempunyai kedudukan

(5) Dalam melaksa?

hulkum yang setars:
pasal 46
sielt dimaksud dalam Pasal.45 bgrm'qun untuk:
Program kemitraan sebagal™t kesempatan dan kontribusi koperasi, usaha mikro
ogr

pemerd Jalam peningkatan perekonomian di daerah;

o ?;Wﬁi‘;ha ecil di da&erah kornpetenSi koperasi, usaha mik:.ro dan usaha
b. meningk?d kapﬁi:ats,erkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam
; T rah un
Kkecil di dae ..

c. mendorong...

f
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(5) Ketentuan men ;
genai tata cara keri erah dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-un cladigns. erja sama Da

_ Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing

Pasal 49

(1) D};MPI:SP bertanggung jawab dalam mendorong peningkatan daya saing
;eaearghmma dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dalam Penanaman Modal di
2 P.enmgkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kegiatan:
a. pemngkatan kualitas pemetaan potensi penanaman modal di Daerah;
b. peningkatan kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal
yang difokuskan pada sektor prioritas;
peningkatan kualitas iklim penanaman modal;
peningkatan kualitas kerja sama penanaman modal;
peningkatan efektivitas promosi penanaman modal;
peningkatkan kualitas layanan penanaman modal; dan
peningkatan kualitas Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

® oo Ao

Bagian Keempat
Pemberian Dorongan Inovasi dan Perluasan Pasar

Pasal 50

P bertanggung jawab dalam pemberian dorongan inovasi dan
perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d bagi pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka peningkatan kualitas

layanan Penanaman Modal di Daerah. .
(2) Dorongan inovasi dan perluasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui kegiatan: o
a. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan Penanaman Modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Koperasi;
b pc:icngkatan peran Penanam MO_dal khususnya pelaku Usaha Mikro,
: Kecil, dan Koperasi dalam rantai industri global; dan
‘ g lebih luas bagi Penanam Modal,

y bukaan akses pasar YEUE i
¢c. pem laku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi melalui

(1) DPMPTS

ususn pe .
pk:nin gkayt:n kualitas produk dan strategl pemasaran,
Bagian Kelima
Akses Pembiayaan
Pasal 51

: b dalam melakukan ni

p bertanggung jawa T s
(1) DI:;‘Ib;l’:S scbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf ¢ pelaku Usaha
i)dcikro Kecil, dan Koperas! dalam rangka peningkatan layanan Penanaman

Modal di Daerah.
(2) Peningkatan. .. ¢
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@) Peningkatan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kegiatan:

a. fasilitasi sumber pembiayaan dari lembaga perbankan dan/atau
lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku
bunga terjangkau; dan

b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Informasi

Pasal 52

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melakukan penyebarluasan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f di bidang Penanaman Modal
bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

(2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui kegiatan:

a. diseminasi; dan/atau
b. sosialisasi.

(3) Penyebarluasan dapat dilaksanakan melalui media sosial dan/atau media
elektronik.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53
(1) DPMPTSP bertanggung jawab melakukan fasilitasi kegiatan guna
menunjang terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Penanaman Modal di Daerah.
(2) Masyarakat berhak memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan
atau penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal;
c. ikut melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
Penanaman Modal; dan _ .
d. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuaj o
: ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI... 6f

J
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pelaksanaan dari Pera ini di paling lama
| _ turan Daerah teta 1
(satu) tahun sejak ditetapkannya anacomu: ﬁ ot

Pasal 56
Peraturan Peraturann Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sc.tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 2 Oktober 2023
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
UMUM
UnQang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-

Undang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat
mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam
pembangunan daerah, melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan
dalam melakukan penanaman modal di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peran penting penanaman modal di Daerah adalah untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga Kkerja,
memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik,
meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan
Penanaman Modal di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Daerah
mengambil kebijakan untuk membuat pengaturan dalam Peraturan
Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini
mengatur ruang lingkup penyelenggargan penanaman modal di daerah
yang meliputi pengaturan mengenai. perencanaan, peta potensi
penanaman modal, promosi penanaman modal, pengelolaan data dan
sistem informasi penanaman modal terintergrasi, pelayanan perizinan
berusaha dan fasilitas penanaman modal, pengawasan penyelenggaraan
penanaman modal, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil
dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal, dan partisipasi
masyarakat. . il

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Kabupaten
Belua dapat menjadi salah satu daerah tujuan penanaman modal yang
memiliki daya saing dan iklim usaha yang lebih kondusif serta dapat
memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal khususnya bagi
Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi di daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6... 1
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pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasar
dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atay
sanksinya, pemberian pengurangan, keringanan, atay
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dan pembayaran bertahap pajak Daerah,
Hurut b, 7
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Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan

bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.

Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana’
adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan
prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum,
penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam
kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan,
dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau
lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses
kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait
lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e .
Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan
melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara
bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik.
Huruf {
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j ;
Cukup jelas
Huruf k .
Cukup jelas
Hurufl .
Cukup jelas

Huruf m '
Cukup jelas

Pasal 29, , 7
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Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘lokasi tertentu® antara lain usaha

yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah
perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu

Huruf e

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Yang dimaksud dengan *perizinan khusus” antara lain usaha
yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Hurufh

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43, ., f
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Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
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